Abstrak

Disertasi dengan judul “Manajemen Tatakelola Pesantren dalam
meningkatkan Mutu Pendidikan Islam (Studi multi situs pada Pondok Pesantren
Wali Songo Ngabar Ponorogo dan Pesantren Putri Al-Mawaddah Coper Ponorogo”
ini ditulis oleh A’ang Yusril Musyafa’ dengan Promotor Prof. Dr. H. Akhyak,
M.Ag dan Prof. Dr. H. Abd. Aziz, M.Pd.I”

Kata Kunci : Transparasi, akuntabilitas, responbilitas, kemandirian dan kewajaran

Disertasi ini dilatar belakangi bahwa pondok pesantren sebagai institusi
tertua yang diberi amanah untuk mendidik santri, tentunya dihadapkan dengan
tantangan yang demikian kompleks, tidak hanya datang dari internal namun juga
datang dari eksternal pondok pesantren. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai
tantangan pengelolaan lembaga yang profesional karena salah satu indikator
lembaga yang bermutu adalah sistem perencanaan yang baik (good planning
system ) dengan materi dan sistem tata kelola yang baik (good governance system)
dan disampaikan oleh guru yang baik (good theachers) dengan komponen yang
bermutu, kususnya faktor guru.

Pertanyaan penelitian dalam disertasi ini adalah: (1) Bagaimana perencanaan
tatakelola pesantren di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo dan
Pesantren Putri Al-Mawaddah dalam meningkatkan Mutu Pendidikan Islam (2)
Bagaimana pengorganisasian tatakelola pesantren di Pondok Pesantren Wali Songo
Ngabar Ponorogo dan Pesantren Putri Al-Mawaddah dalam meningkatkan Mutu
Pendidikan Islam (3) Bagaimana pelaksanaan tatakelola pesantren di Pondok
Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo dan Pesantren Putri Al-Mawaddah dalam
meningkatkan Mutu Pendidikan Islam (4) Bagaimana pengawasan tatakelola
pesantren di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo dan Pesantren Putri
Al-Mawaddah dalam meningkatkan Mutu Pendidikan Islam.

Penelitan ini merupakan penilitian kualitatif dengan rancangan multisitus.
Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi, dan dok
umentasi. Analisis data meliputi analisis data situs tuggal dan lintas situs dengan
teknik analisis reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Temuan penelitian ini adalah: (1) Perencanaan tatakelola pesantren dalam
meningkatkan Mutu Pendidikan Islam melalui, perencanaan transparansi dalam
pengelolaan keuangan, transparansi dalam pengambilan keputusan, perencanaan
akuntabilitas, yaitu visi misi yang jelas, kelembagaan yang terstruktur.
Responbilitas, yaitu tanggung jawab terhadap masyarakat sekitar dan tanggung
jawab terhadap peraturan yang berlaku. Kemandirian, yaitu dengan perencanaan
pengembangan unit usaha, program Pemberdayaan Santri dan kurikulum mandiri.
Kewajaran, yaitu kebijakan Keadilan, pendidikan dan pembelajaran setiap santri
diberikan akses yang sama dan evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan. (2).
Pengorganisasian tatakelola pesantren dalam meningkatkan mutu pendidikan
dengan Transparasi yaitu dengan ketersediaan informasi, laporan kinerja berkala,
proses pengambilan keputusan terbuka, akses informasi keuangan, komunikasi
yang efektif dan dokumentasi yang jelas. Akuntabilitas yaitu dengan kepatuhan



terhadap kebijakan dan prosedur, penilaian kinerja, mekanisme pengaduan, tindak
lanjut temuan audit, penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja, dan keterlibatan
pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Responbilitas, yaitu
kepatuhan terhadap kibijakan, mekanisme pengaduan, tindak lanjut audit, rencana
kinerja yang jelas. Kemandirian, yaitu dengan otonomi pengelolaan,diversivikasi
sumber pendanaan, pengembangan program mandiri, inisiatif staf dan santri,
pengelolaam fasilitas santri, penerapan teknologi mandiri, kemandirian dalam
evaluasi dan pemberdayaan komunitas. Kewajaran, yaitu keseimbangan kurikulum,
keterlibatan santri dalam pengambilan keputusan, penerimaan terhadap
keberagaman, pendidikan yang adil dan merata, kebijakan yang rasional dan
berbasis data dan evaluasi program yang konsisiten. (3) Pelaksanaan tatakelola
pesantren dalam meningkatkan Mutu Pendidikan Islam melalui, Transparasi,
Keterbukaan informasi, Akuntabilitas, Penetapan Visi, Misi, dan Tujuan yang
Jelas. Responbilitas, Tanggung jawab terhadap masyarakat sekitar dan Tanggung
jawab kepada peraturan perundangan yang berlaku. Kemandirian, Pengelolaan
Keuangan Mandiri, mendirikan unit-unit usaha guna kelangsungan pendidikan,
Kurikulum Mandiri. Kewajaran, Pendidikan dan pembelajaran, setiap santri
diberikan akses yang sama, Pesantren secara aktif melibatkan masyarakat dalam
berbagai kegiatan. (4) Pengawasan tatakelola pesantren dalam meningkatkan Mutu
Pendidikan Islam melalui, transparansi publikasi kebijakan dan peraturan, laporan
keangan yang terbukapartisipasi dari komunitas, rekrutmen dan penilaian, audit
dan evaluasi indpenden, penggunaan teknologi dan penyediaan mekanisme
pengaduan. Akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban, evaluasi Kinerja, sisitem
pengawasan internal. Responbilitas yaitu dengan pemenuhan tugas, tanggap
terhadap maslah, kepedulian terhadap kepentingan publik. Kemandirian yaitu
dengan  kemandirian  finansial, kemandirian  operasional, kemandirian
kepemimpinan dan kemandirian komunitas. Keadilan yaitu kesetaraan akses,
distribusi sumber daya yang adil.



Abstract

The dissertation with the title "Islamic Boarding School Management in Improving the
Quality of Islamic Education (Multi-site study at the Wali Songo Ngabar Islamic Boarding
School, Ponorogo and the Al-Mawaddah Coper Ponorogo Girls' Islamic Boarding School™ was
written by A'ang Yusril Musyafa' with Promoter Prof. Dr. H. Akhyak , M.Ag and Prof. Dr. H.
Abd. Aziz, M.Pd. |

Keywords: Transparency, accountability, responsibility, independence and fairness

This dissertation is based on the fact that Islamic boarding schools, as the oldest
institutions entrusted with the mandate to educate students, are of course faced with complex
challenges, not only coming from internal but also external to Islamic boarding schools. This is
proven by the various challenges of professional institutional management because one of the
indicators of a quality institution is a good planning system with materials and a good governance
system and delivered by good teachers. ) with quality components, especially the teacher factor.

The research questions in this dissertation are: (1) How is the planning of Islamic
boarding school governance at the Wali Songo Ngabar Ponorogo Islamic Boarding School and
the Al-Mawaddah Girls' Islamic Boarding School in improving the quality of Islamic education
(2) How is the Islamic boarding school governance organized at the Wali Songo Ngabar
Ponorogo Islamic Boarding School and the Al-Mawaddah Girls' Islamic Boarding School -
Mawaddah in improving the quality of Islamic education (3) How is the implementation of
Islamic boarding school governance at the Wali Songo Ngabar Ponorogo Islamic Boarding
School and Al-Mawaddah Girls' Islamic Boarding School in improving the Quality of Islamic
Education (4) How is the supervision of Islamic boarding school governance at the Wali Songo
Ngabar Ponorogo Islamic Boarding School and Al-Mawaddah Girls' Islamic Boarding School -
Mawaddah in improving the quality of Islamic education.

This research is a qualitative research with a multisite design. Data collection techniques
using in-depth interviews, observation and documentation. Data analysis includes single site and
cross site data analysis using data reduction analysis techniques, data presentation and
conclusions.

The findings of this research are: (1) Islamic boarding school governance planning in
improving the quality of Islamic education through transparency planning in financial
management, transparency in decision making, accountability planning, namely a clear vision and
mission, structured institutions. Responsibility, namely responsibility towards the surrounding
community and responsibility for applicable regulations. Independence, namely by planning
business unit development, Santri Empowerment programs and independent curriculum.
Fairness, namely the policy of justice, education and learning, every student is given equal access
and evaluation and continuous improvement. (2). Organizing Islamic boarding school governance
in improving the quality of education with transparency, namely the availability of information,
periodic performance reports, open decision-making processes, access to financial information,
effective communication and clear documentation. Accountability, namely compliance with
policies and procedures, performance assessment, complaint mechanisms, follow-up to audit



findings, preparation and implementation of work plans, and involvement of stakeholders in
decision making. Responsibility, namely compliance with policies, complaint mechanisms, audit
follow-up, clear performance plans. Independence, namely management autonomy,
diversification of funding sources, independent program development, staff and student
initiatives, management of student facilities, application of independent technology,
independence in evaluation and community empowerment. Fairness, namely curriculum balance,
involvement of students in decision making, acceptance of diversity, fair and equitable education,
rational and data-based policies and consistent program evaluation. (3) Implementation of Islamic
boarding school governance in improving the quality of Islamic education through transparency,
openness of information, accountability, establishing a clear vision, mission and goals.
Responsibility, responsibility to the surrounding community and responsibility to applicable laws
and regulations. Independence, Independent Financial Management, establishing business units
for the continuity of education, Independent Curriculum. Fairness, education and learning, every
student is given equal access, Islamic boarding schools actively involve the community in various
activities. (4) Supervision of Islamic boarding school governance in improving the quality of
Islamic education through transparent publication of policies and regulations, open financial
reports, participation from the community, recruitment and assessment, independent audits and
evaluations, use of technology and provision of complaint mechanisms. Accountability, namely
responsibility, performance evaluation, internal control system. Responsibility, namely fulfilling
duties, being responsive to problems, caring for the public interest. Independence, namely
financial independence, operational independence, leadership independence and community
independence. Justice is equality of access, fair distribution of resources.
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